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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Hukum hadir untuk memberikan kepastian, terutama ketika suatu perbuatan menimbulkan kerugian atau akibat hukum bagi orang lain. Dalam hukum pidana, aturan hukum digunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana, siapa yang harus bertanggung jawab, serta bentuk sanksi yang dapat diberikan apabila perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur pidana.

Salah satu peristiwa yang cukup sering menimbulkan masalah hukum di masyarakat adalah kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan kerugian berupa rusaknya kendaraan atau barang, tetapi juga dapat menimbulkan korban luka-luka bahkan meninggal dunia. Karena itu, apabila kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi, maka perlu dilihat dari sudut hukum pidana untuk mengetahui apakah kelalaian tersebut memenuhi unsur kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pengemudi.

Lalu lintas dan angkutan jalan sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena mendukung aktivitas sehari-hari, perpindahan orang, pengiriman barang, dan kegiatan ekonomi. Namun, semakin padatnya kendaraan di jalan juga membuat risiko kecelakaan semakin tinggi. Risiko tersebut dapat terjadi apabila pengemudi kurang berhati-hati, tidak menjaga jarak aman, melanggar rambu lalu lintas, mengemudi terlalu cepat, atau tidak memperhatikan kondisi jalan dan kendaraan lain di sekitarnya.

Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak berhati-hati dalam bertindak, padahal seharusnya ia dapat memperkirakan risiko dari perbuatannya. Dalam lalu lintas, kelalaian dapat terlihat dari pengemudi yang kurang memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain, tidak mampu mengendalikan kendaraannya dengan baik, atau tidak mematuhi aturan berlalu lintas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap pengemudi wajib mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi. Artinya, setiap pengemudi harus berhati-hati, fokus, dan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maka pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar seperti dump truk memerlukan perhatian khusus, karena risiko yang ditimbulkan lebih besar terhadap pengguna jalan lain, terutama pejalan kaki. Dalam perkara seperti ini, hubungan sebab akibat antara cara mengemudi, kondisi jalan, posisi kendaraan, dan akibat yang dialami korban harus dianalisis secara cermat. Penentuan pertanggungjawaban pidana pengemudi tidak dapat hanya dilihat dari adanya korban meninggal dunia, tetapi juga harus didasarkan pada fakta persidangan, keterangan saksi, barang bukti, visum et repertum, serta pertimbangan hakim dalam menilai unsur kelalaian pengemudi.

Permasalahan tersebut tampak dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kisaran dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis. Berdasarkan putusan tersebut, peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Tanjung Seri–Mekar Sari, tepatnya di Dusun Mangga 10, Desa Mekar Sari, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara. Kecelakaan tersebut melibatkan satu unit Mobil Barang Dump Truk Nomor Polisi BK 8912 YI yang dikemudikan oleh terdakwa Misliadi dengan seorang pejalan kaki perempuan yang diduga Orang Dalam Gangguan Jiwa. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Batu Bara.

Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, kecelakaan tersebut melibatkan satu unit Mobil Barang Dump Truk Nomor Polisi BK 8912 YI yang dikemudikan oleh terdakwa Misliadi dengan seorang pejalan kaki perempuan yang tidak diketahui identitasnya dan diduga sebagai Orang Dalam Gangguan Jiwa. Peristiwa tersebut terjadi ketika terdakwa mengemudikan dump truk bermuatan pasir sungai di Jalan Umum Tanjung Seri–Mekar Sari, tepatnya di Dusun Mangga 10, Desa Mekar Sari, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka robek di bagian paha atas sebelah kanan dekat pinggang dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Batu Bara.

Dari uraian dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis, perkara tersebut dikaitkan dengan kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Terdakwa Misliadi didakwa karena mengemudikan Mobil Barang Dump Truk Nomor Polisi BK 8912 YI dan karena kelalaiannya mengakibatkan seorang pejalan kaki perempuan meninggal dunia. Dalam perkara ini, ketentuan yang digunakan adalah Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu mengenai pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Perkara ini penting untuk dikaji dari sudut hukum pidana karena kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang pejalan kaki meninggal dunia. Dalam perkara seperti ini, yang perlu dilihat bukan hanya akibat kecelakaannya, tetapi juga bagaimana cara pengemudi membawa kendaraannya, apakah pengemudi sudah berhati-hati, serta apakah kelalaian tersebut berhubungan langsung dengan meninggalnya korban. Oleh karena itu, analisis hukum pidana diperlukan untuk mengetahui bentuk kelalaian pengemudi dan dasar pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepadanya. Tanpa analisis yang cermat, penentuan kesalahan pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas dapat menjadi kurang jelas.

Selain itu, pembuktian dalam perkara kecelakaan lalu lintas harus dilihat dari kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, kondisi tempat kejadian, serta hasil visum et repertum terhadap korban. Semua fakta tersebut perlu dianalisis untuk memastikan apakah peristiwa kecelakaan benar memenuhi unsur tindak pidana lalu lintas. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada pengemudi, tetapi juga memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan kepada pihak yang benar-benar terbukti lalai menurut hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Patar Marojahan Sinurat, Janpatar Simamora, dan Jusnizar Sinaga membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penelitian tersebut menggunakan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp sebagai objek kajian dan berfokus pada penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penelitian tersebut, kelalaian pengemudi dilihat dari cara terdakwa mengemudikan kendaraan, terutama karena kurang berhati-hati dan tidak mampu menghindari korban di jalan.

Sementara itu, penelitian Indahwati Dakhi dan kawan-kawan membahas faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Nias Selatan. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi, sosial budaya, psikologis, dan hukum yang memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial budaya, dan psikologis memiliki hubungan dengan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, sedangkan faktor hukum tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis)”.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kelalaian pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis?
2. Bagaimana penyidik Satlantas Polres Batu Bara menerapkan unsur kelalaian dalam pembuktian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengemudi pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum terhadap kelalaian pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis
2. Menganalisis dan mengkaji penyidik Satlantas Polres Batu Bara menerapkan unsur kelalaian dalam pembuktian perkara kecelakaan lalu lintas beruntun yang mengakibatkan korban meninggal dunia
3. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengemudi pada Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Kis
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum lalu lintas, terutama mengenai kecelakaan lalu lintas beruntun yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai unsur kelalaian, hubungan sebab akibat, pembuktian dalam perkara kecelakaan lalu lintas, serta pertanggungjawaban pidana pengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Satlantas Polres Batu Bara, dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas beruntun yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik, jaksa, hakim, dan pihak terkait dalam menganalisis unsur kelalaian, menilai alat bukti, menentukan hubungan sebab akibat, serta menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana pengemudi secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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